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No. SK :

Per syar atan

1. Satu surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak Wajib Pajak (Asli)
untuk satu surat ketetapan pajak (kecuali SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU
KUP, SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU KUP, dan SKPLB yang
diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU KUP) (Lampiran | PMK 8/PMK.03/2013 huruf D)
yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa;

2. Surat kuasa khusus dalam hal Surat pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak

ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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. Layanan inj dit@eikahRejedds Wayike B okl psap nBarzej dem perngghoadrfamop &l apararkétajakan
pajak dari mﬁgtggﬁywﬁé?@ﬁ@/ang diterbitkan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, kecuali Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang
KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15
ayat (3) Undang-Undang KUP dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan berdasarkan
ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak

. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan
bukti pengiriman surat; atau 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat atau e-filing.

4. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang
tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau tidak dilaksanakannya
pembahasan akhir hasil pemeriksaan; 3. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar; 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri

dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan Atau Verifikasi (Lampiran I.D PMK 08/PMK,03/2013).

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
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I Pengaduan L ggadaral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Majene

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon Kring Pajak : 1500 200

2. Faks :(021) 5251245

3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak :pajak.go.id

7.

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya
Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon :(0422)21097

2. Faksmile :(0422) 22608

3. Email : kpp.813@pajak.go.id
4. Twitter : @pajakmajene

5.

Instagram : @pajakmajene
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